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Judul Skripsi: ANALISIS FUNGSI PIDANA PENJARA MENURUT
UNDANG UNDANG NOMOR 12 TAHUN 1995 TENTANG
PEMASYARAKATAN DI KOTA PAGARALAM DAN
FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA RESIDIF

Penulis, Pembimbing,
YONKI TRI RACHMAN . H.SYAIROZI, SH., M. Hum
ABSTRAK

Yang jadi permasalahan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :
I. Bagaimanakah Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pemidanaan Menurut
Undang-undang Nomor 12 Tentang Pemasyarakatan Tahun 19957

2. Faktor-faktor Apakah Yang Mempengaruhi Terjadinya Residit?

Sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk Warga
Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan,
memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima
kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan,
dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.
Fungsi dari pemidanaan bukanlah sebagai penderitaan tetapi pembinaan menjadi
orang yang lebih baik, masyarakat hendaknya dapat memberikan tempat untuk
para mantan napi secara bertahap untuk mengurangi residifis.

Berdasarksn hasil penelitian dan pembahasan terhadap pokok permasalahan
dapatditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Fungsi pidana penjara dalam sistem pemidanaan di Indonesia merupakan
fungsi yang salah satunya untuk merubah narapidana agar tidak berpotensi
menjadi penjahat kambuhan dan sistem pemidanaan untuk merubah napi
menjadi lebih baik dan usaha-usaha perbaikan diri narapidana telah berjalan
dengan menggunakan binaan-binaan kepada warga binaan di Lembaga
Pemasyarakatan untuk keperluan hidup mereka setelah habis masa tahanan.
Berhasil atau tidaknva pembinaan tersebut dapat dilihat setelah narapidana
bebas dari masa tahanan di Lembaga Pemasyarakatan.

Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya Residif adalah lingkungan
masyarakat yang menganggap para mantan narapidana akan mengancam
ketenangan serta ketenteraman sehingga masyarakat mengucilkannya, Dan
juga dampak dari Prisonasi yang membuat para narapidana mempunyai banyak
kesempatan untuk berinteraksi dan berbagi pengalaman dalam hal kejahatan
dan akhimya diperaktekkan pada saat keluar dari lembaga pemasyaraka

§9)
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BABI

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dahulu tindak pidana yang kita kenal, sangat sederhana bentuknya. Orang yang
melakukan tindak pidana seperti mencuri, menipu bahkan membunuh, biasanya dilakukan
dengan cara biasa saja. Contohnya orang yang ingin membunuh, menunggu di suatu tempat
dan setelah selesai menikam, si pelaku akan langsung melarikan diri atau melapor pada pihak

yang berwenang.

Seiring dengan berjalannya waktu, tindak pidana pun ikut berubah. Tindek pidana kini
tidak lagi sederhana dan berdiri sendiri. Tindak pidana sekarang dapat dilakukan dalam kurun

waktu dan tempat yang sama dengan skala tindakan yang relatif singkat.

Tindak pidana yang terjadi di Indonesia relatif lebih rendah kuantitas dan kualitasnya.
Meskipun demikian Indonesia termasuk wilayah yang strategis untuk dimasuki oleh kegiatan-
kegiatan antar negara, seperti perdagangan lintas negara dan kemajuan teknologi. Dengan
kemajuan teknologi merupakan salah satu faktor adanya tindak pidana komputer yang telah
memasuki wilayah Indonesia.

Jenis tindak pidana yang terjadi di Indonesia berkembang seiring dengan perkembangan
jaman dengan teknologi yang semakin maju. Seperti teknologi komputer yang mempunyai
dampak positif yaitu ilmu pengetahuan yang lebih maju dan dampak negatif yaitu tindak
pidana komputer. Tidak hanya jenis kejahatannya yang bertambah, tetapi juga angka

kejahatannya yang meningkat.




Pelaku tindak pidana tidak hanyz sekali atau dua kali melakukan tindak pidana dalam arti
pelaku pidana juga seorang residifis atau penjahat kambuhan. Residifis bila tidak diberantas
atau setidaknya dikurangi, menyebabkan bahaya yang mengancam keselamatan pribadi atau

masyarakat,

Sudah menjadi kenyataan, bahwa semakin maju negara semakin banyak pula muncul
bentuk-bentuk tindak pidana. Hal ini disebabkan kebutuhan manusia semakin meningkat dan
bermacam ragam, namun tidak di ikuti oleh pendapatan yang mencukupi. Jadi tindak pidana
yang terjadi lebih disebabkan oleh faktor ekonomi. Di lain pihak ada yang kehidupannya
lumayan tapi masih melakukan tindak pidana seperti korupsi, dan penyebabnya selain

tipisnya iman juga karena lingkungan yang menunjang.

Suatu pemidanaan seharusnya menjadi tameng untuk mengurangi tindak pidana yang
terjadi, baik yang dilakukan perorangan maupun terorganisasi. Pemidanaan bukanlah untuk
memuaskan tuntutan absolut dari keadilan, tetapi pidana dijatuhkan semata-mata karena
orang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana®.

Penjatuhan pemidanaan bagi pelaku tindak pidana tidak sama antara pelaku perorangan
dengan pelaku i«ang terorganisir, karena harus dilihat dari latar belakang , cara melakukan,
dan akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana tersebut. Begitu pula dengan perbedaan alasan

dimana untuk beberapa kasus yang sama dengan penjatuhan pidana yang berbeda.

"Muladi dan Barda Nawawi Arif. Teori-Teori Kebijakan Pidana. Alumni. Bandung, 1998, h.16




Kejahatan merupakan suatu fenomena yang komplek yang dapat dipahami dari berbagai
sisi yang berbeda. Itu sebabnya dalam keseharian kita dapat menangkap berbagai komentar
tentang suatu peristiwa kejahatan yang berbeda satu dengan yang lain. Dalam pengalaman
kita ternyata tak mudah untuk memahami kejahatan itu sendiri.

Dengan adanya pemidanaan ini diharapkan bagi calon pelaku tindak pidana agar lebih
berfikir lebih jauh untuk melakukan perbuatan melanggar hukum. Karena akibat yang

ditimbulkan akan tidak baik bagi diri sendiri, keluarga dan lingkungan sekitar.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk menulis skripsi ini dengan judul :
“ANALISIS FUNGSI PIDANA PENJARA DALAM SISTEM PEMIDANAAN
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 1995 TENTANG
PEMASYARAKATAN DI KOTA PAGARALAM DAN FAKTOR-FAKTOR

PENYEBAB TERJADINYA RESIDIF”

B. Permasaiahan
Yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :
1. Bagaimana fungsi pidana penjara dalam sistem pemidanaan menurut undang-undang
Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan di kota Pagaralam?

2. Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi terjadinya residif?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan
Ruang lingkup dalam permasalahan ini difokuskan kepada analisis fungsi pidana penjara
dalam sistem pemidanaan menurut undang-undang Nomor 12 tahun 1995 dan usaha

penegakan hukum untuk mengurangi tindak pidana.



Tujuan penelitian adalah untuk memahami lebih jauh tentang :
1. Mengetahui fungsi pidana penjara sebagai salah satu cara untuk menanggulangi
kejahatan.

2. Mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya residif.

D. Metode Penelitian

Selaras dengan tujuan yang bermaksud menelusuri prinsip-prinsip hukum, terutama
vang bersangkut paut dengan analisis fungsi pidana penjara dalam sistem pemidanaan
menurut undang-undang nomor 12 tahun 1995 di Kota Pagaralam, maka penelitiannya
tergolong penelitian hukum empiris.

Teknik pengumpulan data sekunder dititik beratkan pada penelitian lapangan dan
penelitian kepustakaan, dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku
dan pendapat para pakar yang relevan.

Data yang sudah diolah dianalisis secara kualitatif, yaitu dengan menghubungkan
‘kenyataan-kenyataan yang berlaku di masyarakat dengan teori-teori hukum, peraturan

perundang-undangan dan asas-asas hukum. Dari analisis tersebut dapat diperoleh kesimpulan.

E. Sistematika Penulisan

Untuk mempermvdah dan memahami penulisan ini secara keseluruhan, maka
sistematika penulisan disusun sebagai berikut :

L Pendahuluan

Bab ini merupakan bab pendahuluan yang menguraikan latar belakang,

permasalahan, ruang lingkup dan tujuan, serta metode penelitian.

I1. Tinjauan pustaka



Bab ini berisi tentang pengertian pidana penjara, residif, tujuan pemidanaan,
fungsi pemidanaan, teori-teori pemidanaan, dan lembaga pemasyarakatan sebagai
tempat eksekusi, pembinaan warga binaan pemasyarakatan dan penanggulangan
kejahatan.

Pembahasan

Bab ini memuat pembahasan dari hasil penelitiaa tentang analisis fungsi pidana
penjara dalam sistem pemidanaan menurut undang-undang nomor 12 tahun 1995
di Kota Pagaralam dan faktor-faktor penyebab terjadinya residif.

Kesimpulan

Bab ini merupakan penutup yang memaparkan kesimpulan dan saran serta

memuat lampiran-lampiran yang berhubungan dengan penulisan.

BABII



TINJAUAN PUSTAKA

A. Sejarah Singkat Sistem Pemidanaan

Dalam sejarah pemidanaan dapat kita ketahui, bahwa jenis-jenis sanksi pidana dan
tata cara untuk melaksanakannya telah mengalami sebuah proses panjang sampai“pada
apa yang kita kenal dalam sistem hukum pidana modern dewasa ini. Terdapat
kecenderungan bahwa lama kelamaan dalam sejarah pemidanaan itu, pemidanaan
dilakukan dengan cara-cara yang lebih manusiawi dengan memperhatikan peri

kemanusiaan?

Pada masa dahulu kala bentuk-bentuk pemidanaan yang dijatuhkan oleh suatu
masyarakat yang teratur terhadap seorang penjahat adalah dalam bentuk menyingkirkan
atau melumpuhkannya, sehingga penjahat itu tidak lagi mengganggu masyarakat tersebut
pada masa yang akan datang. Penyingkiran itu sendiri dapat dilakukan dengan bermacam-
macam cara. Misalnya, membuang atau mengirim si penjahat itu ke seberang lautan.
pidana berupa pembuangan ke seberang lautan ini mencapai puncaknya di Inggris pada
pertengahan dan akhir abad ke 19, di mana banyak orang Inggris yang diasingkan ke
Australia. Di Indonesia, pidana pembuangan banyak dilakukan terhadai) narapidana yang
kejam, yaitu dibuang ke Nusakambangan. Di nusakambangan ini adalah tempat para

penjahat kelas tinggi di asingkan dari masyarakat.

2Andi Hamzz.h. Sistem Pidana dan Pidana Indonesia, Pradya Paramita, Jakarta, 1993, h. 17
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Pada masa dahulu kita juga mengenal sistem pemidanaan berupa kerja paksa,
misalnya keria paksa berupa mendayung kapal yang banyak dilakukan pada abad ke-17.
Cara-cara kerja paksa seperti itu lama kelamaan menjadi hilang setelah kupal
menggunakan layar. Pidana kerja paksa ini pernah pula dilakukan dalam bentuk paksaan
untuk memutar roda yang sangat banyak menguras tenaga narapidana, sehingga mereka
tidak memiliki kesempatan untuk memberontak. Di Hindia Belanda (Indonesia), kerja
paksa sebagai bentuk pidana juga pemah dilakukan, terutama dalam pembuatan jalan

raya.

Walaupun pemenjaraan (pidana penjara) telah dikenal semenjak berabad-abad sebagai
bui bagi lawan-lawan politik penguasa, namun baru menjadi sesuatu yang bersifat umum
sebagai pengganti pidana mati, pembuangan dan pengasingan pada akhir abad ke-16. Dari
deretan panjang jenis-jenis sanksi pidana yang dikenal dalam sejarah pemidanaan, maka
yang paling berat adalah dengan cara menghabisi nyawa si penjahat yang bersangkutan

(Pidana mati).

Cara-cara pelaksanaan pidana mati pada masa dahulu : ada yang dibakar, atau dibelah
dengan ditarik kereta ke jurusan yang berlawanan. Atau ada pula yang dikubur hidup-
hidup, digoreng dengan minyak, ditenggelamkan di laut, atau jantungnya dicopot atau
dirajam sampai mati, dan sebagainya. Lama kelamaan tata cara pelaksanaan pidana mati
itu dilakukan dengan memberikan perhatian terhadap perikemanusiaan. Pada akhirnya
dikenal dalam sejarah pemidanaan pelaksanaan pidana mati dengan cara dipotong dengan
guillotine di Perancis, penggantungan di tiung gantungan, ditembak mati, distroom, di gas

dan sebagainya.



Di Indonesia, pada mulanya dalam sistem KUHP pidana mati dilaksanakan dengan
cara digantung (lihat Pasal 11 KUHP). Akan tetapi kemudian dengan Undang-undang No

2 PNPS tahun 1964, pidana mati itu dilaksanakan dengan cara menembak mati terpidana.

Dewasa ini, sistem pidana penjara yang ada tidak jauh terbeda dengan zaman
kolonial, dimana narapidana hidup menderita, dengan kondisi penjara masih dibawah
standar kehidupan yang layak, ditambah pula masih adanya narapidana jagoan yang

kadang-kadang bertindak sangat kejam, memeras kepada sesama narapidana.

B. Sebab-Sebab Terjadinya Tindak Pidana

Usaha mencari sebab-sebab kejahatan dari aspek sosial sudah dimulai jauh sebelum
lahirnya Kriminologi, sedangkan usaha mencari sebab-sebab kejahatan dari aspek social
dipelopori oleh mazhab lingkungan yang muncul di Prancis pada abad 19, yang
mempakaﬁ reaksi terhadap ajaran lombroso. Mannheim membedakan teori-teori
sosiologi kriminal ke dalam :

a. Teori-teori yang tidak berorientasi pada kelas sosial, yaitu teori-teori yang membahas
sebab-sebab kejahatan tidak dari kelas sosial, tetapi dari aspek yang lain seperti
lingkungan, kependudukan, kemiskinan, dan sebagainya. Termasuk dalam teori ini
adalah teori-teori ekologis, teori konflik, kebudayaan, teori faktor ekonomi dan
differential association.

b. Teori-teori yang berorientasi pada kelas sosial, yaitu teori-teori yang mencari sebab
kejahatan dari ciri-ciri kelas sosial, perbedaan diantara kelas sosial serta konflik di
antara kelas sosial yang ada. Termasuk dalam teori ini adalah teori anomie dan teori-
teori sub-budaya delinkuen.

a. Teori-teori yang tidak berorientasi pada kelas sosial



Secara umum dapat dikatakan teori-teori ini sudah kuno dibanding teori-teori kelas.
Akan tetapi tentu saja teori-teori ini dalam perkembangannya saling berhubungan,
sehingga juga ikut membantu lahirnya teori-teori yang berorientasi pada kelas®. Yang
termasuk dalam teori yang tidak termasuk dalam kelas sosial adalah : i
1. Teori ekologis
2. Teori konflik kebudayaan

3. Teori-teori faktor ekonomi

4. Teorl differential association

1. Teori-teori Ekologis

Perhatian orang terhadap timbulnya kejahatan dari faktor ekologis telah dimulai pada
pertengahan abad 19 dan mencapai puncaknya pada antara kedua perang dunia dan mulai
surut pada akhir PD II. Teori-teori ini mencoba mencari sebab-sebab kejahatan dari
aspek-aspek tertentu baik dari lingkungan manusia maupun sosial seperti :
{(a). Kepadatan penduduk

Hubungan antara kejahatan dengan kepadatan penduduk banyak dipelajari orang dan
tampaknya lebih mudah menganggap bahwa semakin padat penduduknya dengan akibat
semakin meningkat timbulnya perselisihan akan semakin besar kejahatannya.
(b). Mobilitas penduduk

Mobilitas penduduk disini dimaksud hanyalah mobilitas horizontal yang pada
belakangan ini dapat dilihat peningkatannya. Hal ini karena pengarvh transportasi yang

semakin meningkat. Mengenai hubungan mobilitas dengan kejahatan seringkali diterima

3Sutanto, Kriminologi, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011, h, 80
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selaku benar bahwa penduduk yang berpindah, khususnya yang mobilitasnya tinggi
seolah-olah lebih banyak melakukan pelanggaran.
(¢). Hubungan desa dan kota terutama urbanisasi

Perkembangan dan kehidupan kota-kota besarsatu abad yang lalu dengan sekarang
sudah sangat berbeda. Sudah sejak lama orang melemparkan kesalahan atas meningkatmya
kejahatan di kota-kota besar karena urbanisasi. Anorimitas dalam kehidupan masyarakat
modern ditambah dengan godaan dan kesempatan yang lebih besar untuk melakukan
kejahatan seringkali dijadikan dasar untuk menjelaskan pengarus urbanisasi terhadap

kejahatan®.

2. Teori Konflik Kebudayaan

Menurut T. Seilin semua konflik kebudayaan adalah konflik dalam nilai sosial,
kepentingan dan norma-norma. Selanjutnya dikatakan konflik tersebut kadang-lgadang
sebagai hasil perpindahan norma-norma perilaku daerah atau budaya yang satu ke yang
laindan dipelajari sebagai konflik mental atau benturan nilai kultural. Konflik ini dapat
timbul dengan berbagai cara, seperti seperti adanya perbedaan-perbedaan dalam cara

hidup dan nilai sosial yang berlaku di antara kelompok-kelompok yang ada®.

3. Teori-teori Ekonomi
Pandangan bahwa kehidupan ekonomi merupakan hal yang fundamental bagi seluruh
struktur sosial dan kultural, dan karenanya semuanya menentukan urusan dalam struktur

tersebut, merupakan pandangan yang sejak dulu dan kini masih diterima luas.

*Ibid, b. 81-83

*Ibid, h. 85
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Pendapat bahwa kondisi-kondisi dan perubahan-perubahan ekonomi mempunyai
pengaruh besar dalam ferjadinya kejahatan. Pandangan kriminologi kuno yang
menyatakan kejahatan sebagai akibat wajar dari kesengsaraan yang meluas, sehingga
mereka percaya bahwa dengan meningkatkan taraf hidup masyarakat luas maka akan

dapat mengurangi kejahatan, khususnya kejahatan dalam bidang ekonomi®.

4. Teori Differential Association .
Sebelum teori Differential Association diajukan oleh E. Sutherland, pergaulan sudah
ditunjuk sebagai faktor yang dapat menimbulkan kejahatan. Teori ini berlandaskan pada
proses belajar, yaitu perilaku kejahatan adalah prilaku yang dipelajari. Untuk beberapa
kejadian memang benar, akan tetapi tentunya tidak benar untuk semua kasus. Teori
Sutherland mendasarkan pada postulat bahwa kejahatan berasal dari organisasi sosial dan
merupakan pernyataan dari organisasi tersebut. Menurut Sutherland perilaku kejahatan
adélah perilaku manusia yang sama dengan perilaku manusia pada umumnya yang bukan

kejahatan’.

b. Teori-Teori Yang Berorientasi Pada Kelas Sosial

Teori kelas dapat dipandang sebagai pendewasaan teori-teori sosiologi kriminal.
Berbeda dengan teori sebelumnya yang mencari sebab-sebab kejahatan dari ciri-ciri yang
terdapat atau yang melekat pada orang atau pelakunya, teori kelas mencari di luar

pelakunya, khususnya pada struktur sosial yang ada.

5Tbid, h. 87

7Ibid, h. 95
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1. Teori Anomie

Secara harfiah anomie berarti tanpa norma. Dalam sub kultur kejahatan berarti
terdapat berbagai norma tingkah laku yang cukup kuat akan tetapi berbeda dengan kultur
dominan yang lebih luas. Seperti halnya Durkheim, Merton berdasarkan analisanya pada
bahaya-bahaya yang melekat dalam setiap bentuk ketidaksesuaian antara kebutuhan
manusia dengan cara-cara yang dapat digunakan untuk memenuhinya. Dalam teori ini
Merton melihat tahap-tahap tertentu dari struktur sosial akan meningkatkan keadaan
dimana pelanggaran terhadap aturan-aturan masyarakat akan menghasilkan tanggapan

yang normal®.

2. Teori Sub Budaya Delinkuen

A.K. Cohen menunjukkan adanya moralitas dan nilai-nilai yang berbeda diantara
keluarga kelas menengah dengan kelas pekerja, seperti ambisi, tanggung jawab pribadi,
pengendalian terhadap tindakan agresif, penghargaan terhadap milik dan sebagainya.
Dengan teriadinya pergaulan antara dua kelompok tersebut dapat menimbulkan konflik
dan kebingungan dari anak-anak kelompok pekerja sehingga menyebabkan timbulnya

kenakalan di antara anak-anak kelas pekerja.
Dalam teori tersebut dia membedakan tiga bentuk sub kultur delinkuen yaitu :

(a). Criminal sub culture, suatu bentuk geng terutama melakukan pencurian, pemerasan,

dan bentuk kejahatan lain dengan tujuan memperoleh uang.

®Ibid, h. 96



(b). Conflict sub culture, suatu bentuk geng yang berusaha mencari status dengan

(©).

G

menggunakan kekerasan dan;

Retreatist sub culture, suatu bentuk geng dengan cirri-ciri penarikan diri dari tujuan
dan peranan yang konvensional dan mencari pelarian dengan menggunakan narkotika

serta melakukan bentuk kejahatan yang berhubungan dengan itu®.

Dasar Hukum Mengenai Pemidanaan
1. Pengertian Fungsi Pemidanaan

Fungsi pemidanaan mempunyai kaitan erat dengan tujuan pemidanaan yaitu
mencegah, mengurangi atau memberikan rasa takut kepada calon pelaku tindak ;;idana
agar tidak melakukan kejahatan. Dibawah ini dikutip beberapa pendapat mengenai
fungsi pemidanaan : Menurut Muladi dan Barda Nawawi A sasaran pidana disamping
untuk mencegah si pelaku atau pembuat potensi melakukan tindak pidana, juga unwuk:
1. Memperkuat kembali nilai-nilai sosial.
2. Menentramkan rasa takut masyarakat terhadap kejahatan®.

Selain itu menurut Baharudin Lopa, pertama-tama yang patut diperhatikan dalam
pemberian pidana adalah bagaimana caranya agar hukuman mencapai sasaran,
mengembalikan keseimbangan yang telah terganggu akibat perbuatan si pelaku,

karena tujuan dari penghukuman bukan lain untuk mewujudkan kedamaian dalam

kehidupan masyarakat™°.

81bid, h. 102
® Muladi dan Barda Nawawi Arif, Op. Cit. h.. 21

1° Baharudin Lopa, Kejuhatan Korupsi dan Penegakan Hukum, Kompas Jakarta, 2001, h. 36




[y
4

Mengingat pentingnya tujuan pidana sebagai pedoman dalam memberikan atau
menjatuhkan pidana, maka di dalam Buku I KUHP Nasional yang dirumuskan dalam
Pasal 54 sebagai berikut :

(1). Pemidanaan dimaksudkan untuk :
a. mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum
demi pengayoman masyarakat.
b. menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan
keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.
c. memasyarakatkan terpidana dengan mengudakan pembinaan sehingga menjadi
orang yang baik dan berguna; dan

d. membebaskan rasa bersalah pada terpidana

(2). Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat

manusia

2. Ketentuan Pidana
Ketentuan pidana tercantum dalam Pasal 10 KUH Pidana, dimana dibedakan pidana
pokok dan pidana tambahan.
a. Pidana Pokok :
1. Pidana mati
2. Pidana penjara
3. Pidana kurungan
4. Denda

5. Tutupan



b. Sedangkan Pidana Tambahan antara lain :

1. Pencabutan hak-hak tertentu :

a.

b.

Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan yang tertentu

Hak memasuki angkatan bersenjata

Hak dipilih dalam pemilihan yang berdasarkan aturan-aturan umum

Hak menjadi wali, wali pengawas,pengampu atau pengampu pengawas, atas
orang yang bukan anak sendiri

Hak menjalankan kekuasaan tapak, menjalankan perwalian atau pengampuan
atas anak sendiri

Hak menjalankan mata pencarian tertentu

2. Perampasan barang-barang tertentu

3. Pengumuman putusan hakim

Penjelasan dari pasal 10 KUH Pidana tentang ketentuan pidana :

a. Pidana Pokok

1.

Undang-undang menentukan bagaimana hukuman mati itu harus
dilaksanakan. Maka dalam Lembaran Negara Tahun 1945 No. 123 mengenai
pelaksanaan hukuman mati, yaitu : hukuman mati dijatuhkan kepada

seseorang dengan peluru.

. Pidana Penjara

Pidanz penjara ialah seumur hidup atau selama waktu tertentu. Pidana penjara

dalam waktu tertentu paling pendek | hari dan paling lama lima belas tahun




berturut-turut. Selain dari pada itu, orang yang dikenakan hukuman penjara
wajib mengerjakan pekerjaan yang diperintahkan kepadanya.

3. Pidana Kurungan
Hukuman ini sekurang-kurangnya 1 hari dan selama-lamanya 1 tahun. Orang
yang dihukum kurungan, wajib menjalankan pekerjaan yang diperintahkan
kepadanya, seperti halnya dengan orang yang menjalankan pidana penjara.
Perbedaannya adalah : pekerjaan orang yang dihukum adalah lebih ringan dari
pada pekerjaan orang yang dikenakan pidana penjara.

4. Pidana Denda
Pidana denda paling sedikit tiga rupiah tujuh puluh lima sen. Jika seseorang
dijatuhi pidana denda, akan tetapi dia tidak bisa membayar, maka dijatuhi
hukuman kurungan pengganti, dengan minimum 1 hari dan maksimum 6
bulan.

5. Pidana Tutupan
Pidana ini diadakan atas dasar pertimbangan-pertimbangan politik, vyaitu
dalam mengadili orang yang melakukan kejahatan, yang diancam dengan
pidana penjara, karena terdorong oleh maksud yang patut dibormati, maka
hakim boleh menjatuhkan pidana tutupan.

b. Pidana Tambahan

1. Hak si bersalah yang boleh dicabut ialah :
a. Hak menjabat segala étau beberapa jabatan yang tertentu
b. Hak jadi anggota ketentaraan

¢. Hak dipilih pada pemilihan yang dilakukan karena undang-undang. .



2. Barang-barang yang boleh dirampas ialah :
a. Barang-barang yang dipecroleh dari hasil kejahatan, misalnya uang yang
berasal dari pencurian.
b. Barang-barang yang dipergunakan untuk melakukan suatu kcjahatan,
misalnya pisau yang dipakai untuk membunuh seseorang.
3. Dalam hal-hal hakim memerinfahkan mengumumkan putusannya, maka
undang-undang menentukan bagaimana perintah tersebut harus dijalankan

atas biaya si terhukum.

Pidana adalah suatu penderitaan yang bersifat khusus, yang telail telah dijatuhkan
oleh kekuasaan yang berwewenang untuk menjatuhkan pidana atas nama Negara
sebagai penanggungjawab dari ketertiban hukum umum bagi seorang pelangar, yakni
semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus

ditegakkan oleh Negara®?.
3. Teori-Teori Pemidanaan
Pada umumnya teori pemidanaan dibagi menjadi tiga teori, yaitu :

a. Teori Absolut atau Teori Pembalasan
b. Teori Relatif atau Teori Tujuan

c. Teori Gabungan

Yesmil Anwar dan Adang, Pembaruan Hukum Pidana, Gramedia Widiasaran Indonesia, Jakarta,
2008, h. 129
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a. Teori Absolut atau Teori Pembalasan

Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang ielah
melakukan kejahatan atau tindak pidana. Pidana merupakan akibat mutlak yang
harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan.
Jadi dasar pembenaran dari pidana terletak pada adanya atau terjadinya kejahatan
itu sendiri.

Salah seorang tokoh penganut teori ini adalah Hegel yang berpendapat bahwa
pidana merupakan keharusan logis sebagai konsekuensi dari adanya kejahatan.
Van Bemmelen menyatakan bahwa untuk hukum pidana dewasa ini, maka
pencegahan main hakim sendiri tetap meiupakan fungsi yang penting sekali
dalam penerapaan hukum pidana yakni keinginan akan pembalasan. Hanya saja
penderitaan yang diakibatkan oleh pidana harus dibatasi dalambatas-batas yang
paling sempit dan pidana harus menyumbang pada proses penyesuaiar: kembali
terhukum pada kehidupan masyarakat sehari-hari dan disamping itu beratnya

pidana tidak boleh melebihi kesalahan terdakwa??.

b. Teori Relatif atau Teori Tujuan
Menurut teori ini pemidanaan bukanlah untuk memuaskan tuntutan absolut
dari keadilan. Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai, tetapi hanya sebagai

sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat.

2Muladi dan Barda Nawawi A, Op. Cit. h. 12
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Tujuan pidana adalah pencegahan, pencegahan bukanlah tujuan akliir tetapi
hanya sebagzai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahterahan
masyarakat. Hanya pelangaran-pelanggaran hukum saja yang
dapat dipersalahkan kepada si pelaku saja yang memenuhi syarat untuk adanya

pidana®3.
¢. Teori Gabungan

Selain teori absolut dan teori relatif juga ada teori ketiga yang disebut teori
gabungan. Teori ini muncul sebagai reaksi dari teori sebelumnya yang kurang
dapat memuaskan menjawab mengenai tujuan dari pemidanaan. Teori ini berakar

pada pemikiran yang bersifat kontradiktif antara teori absolut dengan teori relatif.

Teori gabungan berusaha menjelaskan dan memberikan dasar pembenaran tentang

pemidanaan dari berbagai sudut pandang yaitu:

a. Dalam rangka menentukan benar dan atawu tidaknya asas pembalasan,
mensyaratkan agar setiap kesalahan harus dibalas dengan kesalahan, maka
terhadap mereka telah memnjau tentang pentingnya suatu pidana dari sudut

kebutuhan masyarakat dan asas kebenaran.

b. Suatu tindak pidana menimbulkan hak bagi negara unituk menjatuhkan pidana
dan pemidanaan merupakan suatu kewajiban apabila telah memiliki tujuan yang

dikehendaki.

3 Tbid, h. 17
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c. Dasar pembenaran dari  pidana terletak pada faktor tujuan yakni

mempertahankan tertib hukum.

Dengan demikian, teori gabungan ini berusaha memadukan konsep-konsep yang
dianut oleh teori absolut dan teori relatif. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tujuan
pemidanaan yaitu disamping penjatuhan pidana itu harus membuat jera, juga harus

memberikan perlindungan serta pendidikan terhadap masyarakat dan terpidana.

4. Pengertian Pidana Penjara
Pidana penjara adalah bentuk pidana yang berupa kehilangan kemerdekaan

dan pengasingan®*.

Pidana penjara disebut pidana hilang kemerdekaan, bukan saja dalam arti
sempit bahwa ia tidak merdeka berpergian, tetapi juga narapidana itu

kehilangan hak-hak tertentu, seperti :

a. Hak untuk dipilih dalam pemilihan umum.

b. Hak untuk memangku jabatan publik.

c. Hak untuk bekerja pada perusahaan-perusahaan
d. Hak untuk mendapatkan perizinan tertentu.

e. Hak untuk mengadakan asuransi hidup.

f. Hak untuk tetap daiarln ikatan perkawinan.

g. Hak untuk kawin.

h. Beberapa hak sipil yang lain®®.

1% Andi Hamzah, Op. Cit. h. 36

5Tbid. h. 38
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Menurut Walker C. Reckless, pengenaan berbagai penderitaan terhadap si
pelaku kejahatan, sebagai konsekuensi tindak pidana yang dilakukannya. Karena
si pelaku pidana, sadar akan tindakan dan akibat dari tindak pidana tersebut®®.
Pidana harus memenuhi 3 syarat :

a. Perbuatan yang dilakukan dapat dicela sebagai suatu perbuatan yang
bertentangan dengan etika, yaitu bertentangan dengan kesusilaan dan tata
hukum objektif.

b. Pidana hanya boleh memperhatikan apa yang sudah terjadi.

¢. Sudah tentu beratnya pidana harus seimbang dengan beratnya delik. Ini

perlu supaya penjahat tidak dipidana secarab tidak adil.

Pidana penjara adalah suatu derita atau nestapa yang diberikan Negara kepada
pelaku tindak pidana karena konsckuensi dari perbuatan pidana yang

dilakukan?’.

5. Pengertian Residif
Residif atau pengulangan tindak pidana terjadi dalam hal seseorang
yang melakukan suatu tindak pidana dan telah dijatuhi pidana dengan satu

keputusan hakim yang tetap, kemudian melakukan suatu tindak pidana lagi.

18Djisman Samosir, Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia, Bina Cipta,

Bandung, 1992, h. 13

171bid. h. 14



Jadi dalam residif sama halnya dengan Concursus Realis, seseorang melakukan
lebih dari satu tindak pidana. Perbedaannya adalah bahwa pada Residif sudah ada
keputusan hakim yang berkekuatan tetap berupa pemidanaan terhadap tindak
pidana yang dilakukan terdahulu atau sebelumnya. Residif merupakan alasan
untuk memperkuat pemidanaan'®. Selain itu syarat-syarat suatu tindak pidana
dapat dikatakan residif adalah : )

a. Terhadap kejahatan yang pertama yang telah dilakukan harus ada
keputusan hakim yang mengandung hukuman.

b. Keputusan hakim tersebut harus merupakan suatu keputusan yang tidak
dapat diubah lagi.artinya mempunyai kekuatan hukum terakhir. [ni tidak
berarti bahwa hukuman itu harus sudah dijalani seluruhnya.

c. Jangka waktu antara saat kejahatan yang diulangi kemudian, dan
hukuman yang dijatubkan terhadap perbuatan yang pertama, jangka waktu

lima tahun.

Menurut Barda Nawawi Arif, ada dua sistem pemberatan pidana berdasarkan

adanya residif, yaitu sistem :

a. Residif Umum
Menurut sistem ini setiap pengulangan terhadap jenis tindak pidana apapun
dan dilakukan dalam jangka waktu kapan saja, merupakan alasan untuk
pemberatan pidana. Jadi tidak ditentukan jenis pidana yang dilakukan
maupun pengulangannya. Dengan tidak ditentukan tenggang wakiu

pengulangannya, maka dalam sistem ini tidak ada daluwarsa residif.

18Barda Nawawi Arif, Kapita Selekta Hukun: Pidana, Citra Baktj, Bandung, 2010, h. 141
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b. Residif Khusus
Menurut sistem ini semua jenis pengulangan merupakan alasan
pemberatan pidana. Pemberatan pidana hanya dikenakan terhadap
pengulangan yang dilakukan terhadap jeris tindak pidana tertentu dan

dalam tenggang waktu tertentu pula®.

6. Residif Menurut KUHP

Pengulangan tindak pidana dalam KUHP tidak diatur secara umum dalam
Aturan Umum Buku I, tetapi diatur secara Khusus untuk sekelompoktindak
pidana tertenta baik yang berupa kejahatan didalam Buku II maupun yang berupa
pelanggaran dalam Buku II.

Disamping itu juga KUHP juga mensyaratkan tenggang waktu pengulangan
yang tertentu. Dengan demikian KUHP menganut sistem Residif Khusus artinya
pemberatan pidana hanya dikenakan pada pengulangan jenis-jenis tindak pidana

tertentu saja dan dilakukan dalam tenggang waktu tertentu saja.

D. Lembaga Pemasyarakatan Sebagai Tempat Eksekusi
Lembaga pemasyarakatan adalah merupakan wadah bagi narapidana antuk
mgnjalani masa pidananya serta memperoleh berbagai pembinaan dan keterampilan®®.
Dasar hukum mengenai Lembaga Pemasyarakatan tertera dalam Pasal 1 butir 3

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995, berbunyi :

9Yulies Tiena masriani, Pengantar Hukum [ndonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, h. 62

20Djisman Samosir, Op. Cit. h. 82



“Lembaga pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS adalah tempat

untuk melaksanakan pembinaan nara pidana dan anak didik pemasyarakatan”.

Walaupun sekarang dikatakan sistem pemidanaan menuju kearah rehabilitas
penjahat, sifat pidana sendiri sebagai sanksi xepada pelanggar hukum tidak mungkin
disingkirkan. Lagi pula belumlah terbukti sistem mana yang lebih baik untuk

memperbaiki atau rehabilitas penjahat??,

Sistem pemidanaan mana yang lebih baik, terus dipermasalahkan oleh para ahli,
sampai kini pun belum pernah ada yang mernuaskan secara sempumna. Penjurusan
pandangan akhirnya terjadi pada permulaan abad ke 19 dengan munculnya dua
pandangan yang saling bertentangan dengan filsafat pemidanaan. Pertama disebut
sistem terpisah dan kedua disebut sistem diam. Sistem yang pertama menghendaki
agar diadakan isolasi penuh antara narapidana, dimana setiap narapidana
bekerja,makan, dan tidur dalam sel masing-masing Kedua menghendaki agar para
narapidana diperbolehkan bekerja bersama-sama dalam keadaan diam (tidak berbicara

satu sama lain), pada waktu malam di kunci dalam sel masing-masing.

Dikenal pula sistem progesif, yaitu sistem peralihan dari keadaan bebas ke
pemenjaraan dan sebaliknya dari pemenjaraan ke kebebasan. Dari kebebasan ke
pemenjaraan dilakukan dengan sangat tajam, sebaliknya dari pemenjaraan ke

kebebasan penuh, dilakukan secara berangsur-angsur.

2 Andi Hamzah, Op. Cit., h. 96



Munculnya ide sistem pemasyarakatan untuk pertama kali dicetuskan oleh
Saharjo, Menteri Kehakiman, sewaktu penerimaan gelar Doktor Honoris Causa dari
Universitas Indonesia, pada tanggal 5 juli 1993. Menurut Saharjo, tujuan pidana
penjara adalah disamping menimbulkan rasa derita kepada terpidana karena
kehilangan kemerdekaannya agar ia menjadi seorang anggota masyarakat sosialis
Indonesia yang berguna. Tujuan pemenjaraan yang demikian disebutnya

pemasyarakatan.

Dalam teori, kita telah punya pegangan berupa tekad untuk membangun sistem
kepenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan seiaras dengan perkembangan zaman
yang menjurus dari retribusi (pembalasan seimbang) kearah reformasi (perbaikan)

kepada penjahat tetapi dalam kenyataannya kita menghadapi hambatan besar??.

Pernbinaan tehadap warga binaan adalah suatu sistem pemasyarakatan yang
bertujuan membina warga binaan dan anak didik berdasarkan Pancasila dan Undang-
Undang Dasr 1945 yang berintikan kegotongroyongan, dengan maksud agar kelak

setelah bebas ditengah-tengah masyarakat dapat menjadi :

a. Warga Negara yang berguna, sekurang-kurangnya tidak melanggar hukum lagi.

b. Peserta yang aktif dan produktif dalam pembangunan nasional.

Adapun pembinaan yang diterapkan dalam lembaga pemasyarakatan adalah :

a. Pendidikan umum, pemberantasan 3 buta (aksara, angka, dan bahasa) melalui
pelajaran kejar paket A yang dilaksanakan oleh warga binaan dengan pembimbing
pegawai Lembaga Pemasyarakatan serta secara teknis mendapat bimbingan dan

pengawasan dari kantor Pendidikan dan kebudayaan.



26

Pendidikan keterampilan, reparasi radio, menjahit, anyaman rotan, sulaman tapis,
dan pertukangan.

Pembinaan mental spiritual, pendidikan agama, penyuluhan-penyuluhan dan budi
pekerti.

Sosial budaya, kunjungan keluarga, belajar seni musik, seni suara, dan kesenian
lainnya.

Kegiatan rekreasi diarahkan pada pemupukan kesegaran jasmani dan rohani

melalui : olahraga, menonton TV, membaca buku atau majalah.

E. Tahap-Tahap Pembinaan yang Berlaku

Pembinaan yang diberikan kepada warga binaan pemasyarakatan didasarkan pada

lamanya pidana yang dijatuhkan oleh hakim, dan dibubungkan dengan keharusan

pembinaan, dikenal tiga tingkatan pemidanaan, masing-masing yaitu :

a.

Pembinaan tingkat nasional yang berlaku bagi mereka yang dijatuhi pidana lebih
dari lima tahun.

Pembinaan tingkat regional yang berlaku bagi mereka yang dijatuhi pidana antara
satu sampai dengan lima tahun.

Pembinaan tingkat lokal yang berlaku berlaku bagi mereka yang dijatuhi pidana

kurang dari satu tahun??.

Untuk melaksanakan pembinaan tersebut diatas dikenal tiga tahapan pembinaan,

sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 1999 masing-masing yakni :

22yylis Tiena Masriani, Op. Cit., h. 75
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1.~ Tahap Awal

Dalam tahap pertama ini terhadap warga binaan yang ditempatkan dalam lembaga
pemasyarakatan harus dilakukan penelitian untuk mengetahui segala hal tentang diri
warga binaan, termasuk tentang sebab mereka melakukan pelanggaran, berikut

segala keterangan tentang diri mereka yang dapat diperoleh dari keluarga mereka,

dari bekas majikan atau atasan mereka, dari teman sepekerjaan mereka, dari orang

yang menjadi korban perbuatan mereka dan dari petugas instansi lain yang

menangani perkara mereka.

Tahap Lanjutan

Tahap Lanjutan Pertama

J‘ika proses pembinaan terhadap seseorang warga binaan telah berlangsung atau
dijalankan selama-lamanya sepertiga dari masa pidana yang sebenarnva dan
menurut pendapat dari tim pengamat pemasyarakatan telah dicapai cukup
kemajuan, antara lain yangbersangkutan menunjukkan keinsyafan, perbaikan,
disiplin dan patuh pada peraturan-peraturan tata tertb yang berlaku di Lembaga
Pemasyarakatan, maka kepadanya diberikan lebih banyak kebebasan di dalam

tingkat pengawasan.

Tahap Lanjutan Kedua

Jika proses pembinaan terhadap seorang warga binaan telah berlangsung setengah
dari masa pidana yang sebenarnya, dan menurut tim pengamat pemasyarakatan
telah dicapai cukup kemajuan-kemajuan baik secara mental dan dari segi
keterampilan, maka wadah proses pembinaan diperluas dengan memperbolehkan

yang bersangkutan mengadakan asimilasi dengan masyarakat diluar lembaga
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pemasyarakatan, cuti mengunjungi keluarga, akan tetapi dalam pelaksanaannya
tetap masih dibawah pengawasan dan bimbingan dari petugas lembaga

pemasyarakatan.

3. Tahap Akhir

Jika proses pembinaan terhadap seorang warga binaan telah berlangsung dua pertiga
dari masa pidana yang sebenarnya atau sekurang-kurangnya Sembilan bulan, kepada
yang bersangkutan dapat diberikan pelepasan bersyarat, yang penetapan tentang

pengusulan ditentukan oleh tim pengamat pemasyarakatan.
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BAB 11
ANALISIS FUNGSI PIDANA PENJARA DALAM SISTEM PEMIDANAAN
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 1995 TENTANG
PEMASYARAKATAN DI KOTA PAGARALAM DAN FAKTOR-FAKTOR

PENYEBAB TERJADINYA RESIDIF

A. Analisis Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pemidanaan Menurut Undang-Undang

Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan Di Kota Pagaralam

Pidana penjara adalah salah satu pidana pokok yang membatasi kebebasan bergerak dari
seorang terpidana yang dilakukan denga;'l menutup orang tersebut dalam sebuvah lembagza
pemasyarakatan dengan kewajiban meinatuhi semua peraturan atau tatatertib yang berlaku di
lembaga pemasyarakatan yang dikaitkan dengan suatu tindakan jika melanggar peraturan
tersebut.

Fungsi pidana penjara itu antara lain adalah :

1. Meimbuat masyarakat menyadari bahwa hukum harus dipatuhi.

2. Memberikan efek jera terhadap pelaku tindak pidana agar tidak melakukan lagi tindak
kejaharan.

3. Agar pelaku mendapat pembinaan yang efektif dan efisien.

4. Agar pelaku mempertanggungjawabkan perbuatannya.

5. Agar orang lain tidak terpengaruh akan sifat jahat dari pelaku®>.

Z3pjisman Samosir, Op. Cit. h. 116
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Andaikaia pidana penjara tidak ada, maka akan muncul berbagai persoalan sebagai

berikut :

(5

. Bagaimana mengawasi pelaku yang bersangkutan.

. Kemungkinan untuk melakukan kejahatan semakin besar, karena mereka bebas bergerak di

masyarakat.

. Kesempatan untuk melarikan diri sangat besar.

. Ada kecenderungan masyarakat untuk melakukan tindak pidana, karena ada anggapan

walaupun melakukan tindak pidana yang bersangkutan tidak akan dipenjara.

. Pelaku kemungkinan besar mempengaruhi masyarakat yang lain untuk melakukan tindak

pidana.

. Masyarakat yang menjadi korban kejahatan akan merasa kecewa dan mungkin akan

melakukan tindakan yang melanggar hukum karena rasa keadilan mereka tidak

diperhatikan?*.

Tujuan dan Fungsi dari Sistem Pemasyarakatan tercantum dalam Pasal 2 dan Pasal 3

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Pasal 2: “Sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk Warga
Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan,
memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima
kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan,

dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab”

24Didin Sudirman, Masalah-Masalah Actual Tentang Pemasyarakatan, Nuansa Aulia, Bandung,2006,

h. 18
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Pasal 3 : “Sistem pemasyarakatan berfungsi menyiapkan Warga Binaan Pemasyarakatan
agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat sehingga dapat berperan

kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab”

Memang tidak dapat dipungkiri bahwa pidana penjara itu akan menderitakan pelaku
tindak pidana dan keluarganya. Penderitaan yang dialaini tindak pidana tidak saja dalam
masyarakat akan tetapi di dalam penjara. Semua orang berpendapat bahwa orang yang
bersalah harus dihukum adalah merupakan prinsip utama dalam penegakan hukum, namun
hukuman jangan dilihat sebagai pembalasan melainkan sebagai sarana pembinaan bagi
pelaku tindak pidana yang bersangkutan.

Penderitaan fisik, penderitaan psikis, bahkan ketidak bahagiaan merupakan bagian dari
perjalanan hidup yang melekat pada diri narapidana selama menjalani hukuman di Lembaga
Pemasyarakatan. Tumpukan derita yaﬁg dialami para narapidana sering kali mendorong
mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak diharapkan, misalnya melarikan diri dari
Lembaga Pemasyarakatan atau bahkan berkelahi dengan sesama narapidana. Kalau kitawamati
kebidupan para narapidana di lembaga Pemasyarakatan, selain kebebasan yang dibatasi, ada
kesan bahwa mereka adalah masyarakat yang diasingkan dari pergaulan sosial, karena mereka
dianggap sebagai orang jahat, dan karenanya perlu dicurigai. Sikap masyarakat yang curiga
terhadap narapidana, dapat dikatakan sebagai pengaruh cara pandang masyarakat yang
melihat hukum sebagai alat untuk membalas perbuatan si pelaku tindak pidana. Pembalasan
dianggap sebagai sesuatu yang penting apabila terjadi perbuatan yang melanggar hukum.
Kemungkinan ada kepuasan tersendiri bagi masyarakat andaikata pclaku kejahatan itu
dihukum sangat berat.

Program-program pembinaan narapidana yang ditetapkan pemerintah sesuai undang-

undang bertujuan agar para narapidana kembali ke masyarakat dan dapat berpartisipasi dalam
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membangun bangsa. Namun kehadiran mereka di masyarakat tidak semudah yang kita
bayangkan, karena masyarakat sadar pada saat narapidana di penjara terjudi peniruan prilaku
atau kebiasaan.

Lembaga pemasyarakatan sebagai instansi terakhir dalam pembinaan narapidana harus
memperhatikan secara sungguh-sungguli hak dan kepentingan narapidana. Harus diakui
bahwa peran serta lembaga pemasyarakatan dalam membina warga binaan sangat penting
terutama dalam memulihkan kondisi narapidana seperti kondisinya sebelum melakukan
tindak pidana, dengan melakukan pembinaan di bidang kerohanian dan keterampilan seperti
membuat kerajinan tangan, membuat jala dan jaring, menjahit dan sebagainya.

Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan
bahwa pembinaan warga binaan harus dileksanakan berdasarkan asas :

a. pcugayomaxll

b. persamaan perlakuan dan pengayoman

c. pendidikan

d. pembimbingan

e. penghormatan harkat dan martabat manusia

f. kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan

g. terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu

Di Cabang Rumah Tahanan Kota Pagaralam yang berkapasitas 80 orang (narapidana)
terdapat 6 kamar atau blok yang terdiri dari 3 blok narapidana laki-laki, 1 blok khusus, 1 blok
untuk narapidana wanita; dan 1 blok untuk anak-anak. Di rumah tahanan ini tidak disediakan
blok khusus untuk residifis, karena jarang ditemui residif dirumah tahanan ini.
Bila ada mantan narapidana yang kembali masuk kedalam rumah tahanan sebagai r;sidiﬁs

maka residifis ini akan dimasukkan kedalam blok tahanan biasa. Terdapat juga 1 musholah, 1
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klinik kesehatan dan 2 kamar monyet sebagai kamar hukuman bagi narapidana yang
melanggar peraturan di rumah tahanan tersebut.

Jumlah narapidana di cabang rumah tahanan kota pagaralam dalam kurung waktu 3 tahun
terakhir ini mengalami peningkatan dan penurunan. Pada tahun 2010 terdapat 33 orang napi
dengan jumlah residifis 4 orang, tahun 2011 terdapat 37 orang napi dengan jumlah residifis 3
orang, sedangkan tahun 2012 terdapat 24 orang napi dan tidak ditemukan residif di tahun ini.

Dewasa ini, Cabang Rumah Tahanan Kota Pagaralam memuat 34 orang narapidana yang
terdiri dari 32 narapidana laki-laki dengan berbagai kasus, 1 orang narapidana wanita dengan
kasus penipuan, dan 1 orang residif- yang tersandung kasus pencurian dengan kekerasan.
Berdasarkan data diatas dapat dilihat lebih dari satu tindak pidana yang dilakukan oleh para
responden, hal ini memberikan arti adanya tindak pidana yang beragam

Dan dari pelaku yang beragam pula latar belakangnya.

Tabel 1. Tingkat Pendidikan Responden

No | Pendidikan Responden Jumlah Responden Persentase
1 | Tidak sekolah 1 orang 10 %
2 |SD 3 orang 30%
3 | SMP 1 orang 10%
4 | SMA 3 Orang 30%
5 |81 2 orang 20%
Jumlah 10 orang 100%

Sumber: Data primer dinlah tahun 2013

Tingkat pendidikan yang sempat ditempuh oleh responden rata-rata adalah Sekolah Dasar.

Tentu saja kemampuan berfikir untuk memahami tentang fungsi pemidanaan juga berbeda.
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Hal ini dapat dijadikan tolok ukut terjadinya tindak pidana. Terjadinya tindak pidana ini
karena para narapidana tidak mempunyai keterampilan dan pendidikan yang memadai untuk
mencari nafkah, sehingga dari keadaan demikian mcreka cenderung melakukan tindak

pidana.

Tabel 2. Pengetahuan Responden Mengenai Fungsi Pemidanaan

No Jawaban Responden Jumlah Responden Persentase
1 | Mengetahui 8 orang 80%
2 | Tidak menetabui 2 orang 20%

3 | Lain-lain - 2

Jumlah 10 orang 100%

Sumber: Data primer diolah tahun 2013

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa 80% responden menyatakan mengetahui fungsi
pemidanaan sebagai balasan penderitaan yang harus mereka terima, berarti yang
bersangkutan benar-benar menyadari fungsi dari pidana yang harus mereka jalani sebagai
konsekuensi dari tindak pidana yaug ‘merekz lakukan. Sedangkan untuk yang tidak
mengetahui sebesar 20%, dapat dijadika-m tolok ukur bahwa ketidaktahuan mengenai fungsi
pemidanaan hanya sedikit bila dibandingkan dengan yang mengetahuinya. Hal ini disebabkan
karena mereka tidak memahami apa yang ditanyakan karena faktor usia dan tingkat
pendidikan.

Menurut Bapak Hidayat selaku Kepala Cabang Rumah Tahanan di Kota Pagaralam,
fungsi dari pidana penjara adalah untuk membina para narapidana agar dapat diterima oleh
masyarakat setelah menjalani masa tahanan. Oleh karena itu, dalam menjalani masa tahanan

para narapidana diberikan berbagai binaan baik rohani, keterampilan, pengetahuan umum




yang bertujuan agar kelak mempunyai bekal sebagai tenaga kerja yang dapat menghasilkan
dan agar tidak terjadi pengulangan tindak pidana®®.

Para narapidana di Cabang Rumah Tahanan di Kota Pagaralam dibina sesuai dengan apa
yang diperintahkan undang-undang. Akan tetapi, yang paling diutamakan adalah pembinaan
dibidang kerohanian dan dibidang keterampilan. Adapun pembinaan tersebut seperti :

a. Pembinaaan dibidang kerohanian :

1. Mengadakan sholat berjamaah.

2. Mengajarkan membaca Al-qur’an dengan metode Igra.
3. Memberikan ceramah-ceramah agama.

b. Pembinaan dibidang keterampilan :
1. Mengajarkan membuat jala dan jaring.

2. Mengajarkan membuat berbagai barang kerajinan tangan.

Semua kegiatan ini dilakukan oleh para narapidana yang dibantu cleh pegawai rumah
tahanan selaku pembimbing. Pembinaan ini diutamakan xarena akan sangat membantu
para narapidana jika pada suatu hari nanti sudah bebas dari penjara. Dengan adanya
pengetahuan dibidang kerohanian, maks nantinya para narapidana akan berpikir panjang
untuk melakukan tindak pidana karena mereka sudah mengetahui bahwa perbuatanya itu
dilarang oleh agama dan juga undang-undang. Pembinaan dibidang keterampilan sangat -
bermanfaat ketika mereka sudah kembali ke masyarakat, karena keterampilan mereka
selama berada dalam pembinaan dapat mereka terapkan untuk menambah penghasilannya

-

Sehingga mereka tidak perlu lagi mencuri untuk mendapatkan uang dan dengan

25Hasil wawancara dengan Bapak Hidayat, A. Md. IP, SH, MM, Kepala Cabang Rumah Tahanan Kota

Pagaralam, tanggal 1 April 2013
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keterampilan yang mereka miliki masyarakat pun akan menerima mereka dengan baik
dilingkungan dimana mereka tinggal, karena dampak positif yang mereka bawa setelah
menjalani hukuman di lembaga pemasyarakatan.

Pembinaan warga binaan di Cabang Rumah Tahanan Kota Pagaralam tidak hanya
dibidang kerohanian dan keterampilan akan tetapi juga dibidang pendidikan. Dewasa ini
pembinaan di bidang pendidikan telah jarang dilakukan karena para narapidana yang berada
di rumah tahanan ini mayoritas sudah bisa membaca dan menulis. Sudah jarang bahkan bisa
dikatakan tidak ditemukan lagi narapidana yang buta huruf, akan tetapi bila masih ditemukan
warga bina yang buta huruf maka akan diadakan kegiatan baca tulis untuk mengajari para
warga binaan yang ada di rumah tahanan. Bila kegiatan baca tulis tidak dilakukan,maka hal
tersebut digantikan dengan penyuluhan tentang hukum yang dilakukan oleh pegawai
pemasyarakatan. Dengan adanya penyuluhan tentang hukum, diharapkan para warga binaan
tidak akan melakukan tindak kejahatan lagi, karena mereka telah mengetahui bahwa

perbuatannya itu bertentangan dengan hukum yang berlaku?®.

Tabel 3. Tanggapan Narapidana Terhadap Binaan Pada Rumah Tahanan

No Jawaban Responden Jumlah Persentase

1 | Pembinaan baik 10 orang 100%

2 | Pembinaan tidak baik - -

3 | Lain-lain | 3 -

Jumlah 10 orang 100%

Sumber: Data primer diolah tahun 2013

%6Hasil wawancara dengan Bapak Hidayat. A. Md. IP, SH, MM, Kepala Cabanz Rumah Tahanan Kota

Pagaralam, tanggal 1 April 2013
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Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa 100% responden menyatakan bahwa
pembinaan yang dilakukan di rumah tahanan kota pagaralam dilakukan dengan binaan yang
baik. Responden merasa puas dengan binaan yang dilakukan oleh pegawal rumah tahanan dan
sarana bangunan pun cukup memadai.

Pembinaan pada lembaga pemasyarakatan dapat menunjang mereka untuk lebih dapat
berbuat baik dan mendapat bekal keterampilan setelah bebas dari tahanan. Pembinaan yang
mereka terima diharapkan dapat memperbaiki nilai-nilai sosial terhadap narapidana terhadap
lingkungan sekitar. Pembinaan yang mereka dapat adalah pendidikan agama, pendidikan
umum, dan kursus-kursus keterampilan. |

Pelaksanaan pembinaan terhadap warga binaan tidak bisa lepas dari peran masyarakat itu
sendiri. Keterlibatan masyarakat mutlak diperlukan dalam usaha mengembalikan narapidana
kejalan yang benar, sebab bagaimanapun harus diakui bahwa narapidana itu adalah bagian
yang tak terpisahkan dari masyarakat itu sendiri. Masyarakat harus membuka diri terhadap
bekas narapidana dengan memberikan bantuan semaksimal mungkin. Berbagai usaha yang
dilakukan oleh iernbaga pemasyarakatan agar bekas narapidana kembali ke jalan yang benar,
akan sia-sia apabila masyarakat tidak_mau membuka diri untuk membantu bekas narapidana
tersebut. Sikap masyarakat yang terus-menerus berprasangka buruk terhadap bekas
narapidana dan tidak mau menerima mereka, pada akhirnya akan mendorong bekas

narapidana untuk melakukan tindak kejahatan kembali.

B. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Residif
Residif adalah pengulangan suatu tindak pidana yang dilakukan oleh orang yang pernah

melakukan tindak pidana dan telah mendapatkan vonis dari hakim. Ada beberapa syarat vang
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harus dipenuhi agar suatu perbuatan dianggap sebagai pengulangan tindak pidana atau

Residif, yaitu:

1. Pelakunya adalah orang yang sama.

2. Terulangnya tindak pidana dan untuk tindak pidana terdahulu telah dijauhi pidana oleh
suatu keputusan hakim.

3. Si pelaku sudah pernah menjalani hukuman atau hukuman penjara yang dijatuhkan
terhadapnya?’. )

Residif atau pengulangan tindak pidana dibedakan atas:

a. Residif umum, yaitu apabila seseorang melakukan kejahatan atau tindak pidana yang telah
dikenai hukuman, dan kemudian melakukan kejahatan atzu tindak pidana dalam bentuk
apapun maka terhadapnya dikenakan pemberatan hukuman.

b. Residif khusus, yaitu apabila seseorang melakukan perbuztan kejahatan atau tindak pidana

yang telah dikenai hukuman, dan kemudian ia melakukan kejahatan atau tindak pidana

yang sama (sejenis) maka kepadanya dapat dikenakan pemberatan hukumanZ®.

Lembaga Pemasyarakatan sebagai tempat pembinaan dan perbaikan terhadap para
narapidana diharapkan dapat berfungsi sebagaimana mestinya sehingga dzpat menanggulangi
Jjumlah kejahatan dalam masyarakat. Mengingat banyaknya pelaku tindak pidana dengan
berbagai latar belakang serta tingkat kejahatan yang berada dalam satu tempat yang sama,
yang menyebabkan proses pembinaan belum berjalan sesuai yang diharapkan. Pidana penjara
belum dapat membuat jera para pelaku kejahatan. Hal ini dapatterbukti dengan semakin
meningkatnya kejahatan yang terjadi di dalam masyarakat baik para pendatang baru maupun

para residif.

*’Djisman Samosir, Op. Cit. h. 146

28Djdin Sudirman, Op. Cit. h. 43
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Ada 2 faktor penyebab terjadinya residif atau pengulangan tindak pidana menuiut. Didin
Sudirman dalam bukunya Masalah-masalah Actual Tentang Pemasyarakatan. Faktor-faktor
tersebut yaitu:

1. Lingkungan Masyarakat

Didalam masyarakat orang yang kelakuannya menyimpang atau menyalahi norma yang
telah disepakati maka akan menimbulkan akibat yang beragam ada yang berakibat positif dan
ada juga akibat yang negatif. Diantara akibat itu kalau yang berbentuk positif maka akan
menimbulkan suatu perubahan dan gejala sosial dan ini dupat memancing timbulnya
kreatifitas manusia untuk menanggulanginya dan mencari penyelesaian yang sesuai dengan
norma yang dilangger itu, sedangkan dampak negatif yang ditimbulkan dari prilaku yang
menyimpang itu akan menyebabkan terancamnya ketenangan dan ketentraman serta akan
menimbulkan tidak terciptanyan ketert;"ban dalam masyarakat dan ini jelas akan menimbulkan
respon dari masyarakat yang beragam karena mereka merasa terancam akan penyimpangan
itu?®.

Salah satu respon dari masyarakat yang merasa terancam ketenangan lingkungan dan
ketertiban masyarakat kemudian menimbulkan pandangan buruk masyarakat terhadap pelaku
tindek pidana yang melakukan perilaku yang menyimpang tersebut. Pandangan buruk
masyarakat sebagai mana yang telah dij-elaskan sebelumnya merupakan proses pemberian cap
oleh masyarakat melalui tindakan-tindakan yangdilakukan dalam proses peradilan bahwa ia
adalah orang yang jahat. Lebih lanjut dan lebih dalam lagi pemberian cap ini dialami oleh
pelanggar hukum yang bersangkutan, lebih besar kemungkinan ia menghayati dirinya sebagai
benar-benar pelanggar hukum yang jahat dan pada gilirannya yang lebih besar lagi penolakan

masyarakat ternadap yang bersangkutan sebagai anggota masyarakat yang tidak dapat di

#°Ibid. h. 52
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percaya. Pada dasarnya jika kita lihat pandangan buruk ini muncul disebabkan karena rasa
ketakutan dari masyarakat terhadap mantan terpidana karena ada kekhawatiran ia akan
mempengaruhi orang lain dan membawa orang itu untuk juga melakukan perbuatan

melanggar hukum.

2. Dampak dari Prisonisasi

Prisonisasi bukanlah hal yang baru dalam sistem pemasyarakatan yang diartikan sebagai
sesuatu hal yang buruk menjadi pengaruh negatif terhadap narapidana dimana pengaruh itu
berasal dari tata cara kehidupan, moral, kebiasaan dan budaya umum vang ada di dalam
penjara. Proses penyerapan budaya ini berlangsung melalui interaksi antar penghuni yang
terjadi sehari-hari di dalam Lapas. Prisonisasi memberikan pembelajaran kepada narapidana
berupa pembelajaran untuk dapat melakukan hal-hal yang lebih buruk dari pada sebelum dia
masuk Lapas3°.

Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan mempunyai banyak kesempatan untuk saling
berinteraksi serta bersosialisasi antar sesama narapidana. Interaksi ini membawa dampak
negatif, Mereka dapat saling berbagi pengalaman dalam hal kejahatan, sehingga Lembaga
Pemasyarakatan justru berfungsi sebagai sekolah kejahatan, dimana narapidana yang baru
menimba ilmu kepada narapidana yang senior dalam hal kejahatan dan akhirmya akan

dipraktekkan pada saat keluar dari tahanan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Tedi bin Anuar sebagai residifis dan Bapak Hidayat
sebagai Kepala Cabang Rumah Tahanan Kota Pagaralam, faktor terjadinya residif adalah:

a. Sulit mendapatkan pekerjaan,

3%Tbid. h. 53



b. Pengaruh lingkungan,

¢. Kurang diterima oleh masyarakat.

Tanggapan seorang residifis seperti diatas, bahwa sulit mendapatkan pekerjaan setelah
keluar dari lembaga pemasyarakatan bisa saja terjadi karena mereka tidak menyerap benar-
benar ilmu yang mereka terima sehingga mercka tidak mempunyai keahlian tertentu. Kurang
diterima oleh masyarakat sekitar bagi residifis karena masyarakat merasa takut, mereka
(mantan narapidana) akan membuat tindak kejahatan lagi, sehingga masyarakat menjauhi
mereka. Tindakan ini membuat para mantan narapidana merasa terasing dan kembali bergaul
dengan sesama mereka yang dapat lebih menerima mantan narapidana. Lingkungan seperti
ini akan cepat membuat mereka yang ingin menjadi lebih baik malah menjadi lebih buruk.

Faktor-faktor di atas akan lebih terasa jika faktor dari dalam diri manusia yang tidak dapat
mengendalikan diri, yaitu faktor iman dan pergaulan sesama narapidana. Pergaulan sesama
napi yang negatif, memberikan mereka kesempatan untuk saling bertukar informasi mengenai
pengalaman kejahatan mereka sehingga perkembangan mengenai trik kejahatan, mereka
pelajari dan kuasai. Setelah bebas .. dari masa tahanan, maka kecenderungan untuk
memperaktekkan ilmu mereka akan terjadi.

Dilihat dari 3 tahun terakhir, jumlah residifis dari tahun 2010 sampai tahun 2012 tidak
bertambah, hanya saja pada tahun 2011 mengalami peningkatan jumlah narapidana yang
mendekam dirumah tahanan Kota Pagaralam akan tetapi jumlah residifis tidak bertambah.
Pada tahun 2012 jumlah narapidana baru pun berkurang bahkan tidak ditemukan narapidana
baru yang masuk kembali sebagai seorang residif. Akan tetapi, peningkatan jumlah
narapidana terjadi pada tahun 2013 dengan 1 orang yang menjadi residif. Hal ini
menunjukkan bahwa terjadi peningkatan dan penurunan jumlah narapidana dan residifis dari

tahun ke tahun.




Pembinaan para narapidana di Cabang Rumah Tahanan Kota Pagaralam dilakukan
dengan baik oleh para pegawai selaku pembimbing. Keberhasilan dari terlaksananya program
pembinaan terhadap napi tidak hanya tergantung dari sarana dan petugasnya, melainkan juga
dapat berasal dari napi itu sendiri juga memegang peran yang sangat penting. Bila para
narapidana mengikuti dan menyerap apa vang telah diajarkan pada mereka selama berada
dalam masa pembinaan maka mereka tidak akan melakukan tindak pidana lagi setelah keluar

dari rumah tahanan.
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BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN
Setelah melakukan pembahasan terhadap yang diperoleh dalam penelitian, maka penulis
menarik kesimpulan dari skripsi ini sebagai berikut :

1. Fungsi pidana penjara dalam sistem pemidanaan di Indonesia merupakan fungsi yang
salah satunya untuk merubah narapidana agar tidak berpotensi menjadi penjahat
kambuhan dan sistem pemidanaan untuk merubah napi menjadi lebih baik dan usaha-
usaha perbaikan diri narapidana telah berjalan dengan menggunskan binaan-binaan
kepada warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan untuk keperluan hidup mereka setelah
habis masa tahanan. Berhasil atau tidaknya pembinaan tersebut dapat dilihat setelah
narapidana bebas dari masa tahanan di Lembaga Pemasyarakatan.

2. Faktor-faktor terjadinya residif merupakan masalah ekonomi yang tidak pernah habisnya,
kurang memiliki keterampilan dan lingkungan sekitar yang menunjang untuk melakukan

tindak pidana lagi dan yang utama adalah kurangnya iman.

B. SARAN
1. Perkembangan pada diri para narapidana sebaiknya diperhatikan dengan seksama apakah
menuju perbaikan diri atau berpeluang merubah diri menjadi sebagai residifis.
2. Perkembangan keterampilan narapidana sebaiknya ada yang menyalurkan setelah bebas
dari masa tahanan ke tempat penampungan tenaga kerja yang dapat menunjang hidup
mereka dengan mengandalkan keterampilan yang mereka kuasai dari hasil binaan di

Lembaga Pemasyarakatan.



A

3. Menyikapi masalah residif, masyarakat mempunyai peranan yang sangat penting dalam
mengembalikan keadaan mantan narapidana seperti sebelum mereka menjadi warga
binaan. Masyarakat harus dapat menerima mantan narapidana dengan baik sehingga

sedikit demi sedikit residifis berkurang.
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